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ABSTRAK

Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960
tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria telah menegaskan bahwa hanya
warga negara Indonesia yang dapat mempunyai hak milik atas tanah. Namun, dalam
praktiknya banyak tanah justru dimiliki oleh WNA dengan cara melakukan suatu
penyelundupan hukum melalui instrumen perjanjian pinjam nama (nominee) yang
sudah lama menjadi salah satu dari sekian banyaknya masalah pertanahan di
Indonesia. Perjanjian pinjam nama (nominee) ini banyak dilakukan di pulau dewata
Bali yang merupakan tujuan utama wisatawan asing untuk berlibur di Indonesia,
Keindah dan menakjubkannya pulau ini memberikan minat berlebih kepada
wisatawan asing tidak untuk hanya berwisata di Bali, namun juga untuk memiliki
beberapa objek tanah yang dapat dikembangkan nantinya.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research) dengan sifat
penelitian deskriptif analisis yaitu dengan cara mendeskripsikan pristiwa-pristiwa
yang ada di lapangan, yakni pristiwa maraknya praktik perjanjian pinjam nama
(nominee) di Denpasar Bali. Yang kemudian dipadukan dengan data-data primer
dan sekunder seperti undang-undang dan buku-buku maupun dokumen-dokumen
terkait. Sedangkan pengumpulan data yang digunakan adalah dengan melakukan
observasi dan wawancara mendalam kepada pihak-pihak yang terlibat didalamnya
untuk menemukan fakta yang sebenar-benarnya, yang pada akhirnya akan
dianalisis menggunakan pendekatan hukum perjanjian dalam hukum positif
maupun hukum Islam.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, terungkap bahwa
maraknya perjanjian pinjam nama ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya : (a)
besarnya bayaran/upah yang ditawarkan untuk WNI yang mau dipinjam namanya.
(b) adanya notaris yang menyediakan SDM yang dapat dipercaya untuk dipinjam
namanya sehingga proses pemindahan hak milik atas tanah kepada WNA menjadi
mudabh. (¢) kurang kuatnya aturan hukum yang dapat mencegah maupun menindak
adanya praktik perjanjian pinjam nama (nominee) ini. Kemudian dalam perspektif
hukum perjanjian syariah atas adanya berbagaimacam instrumen perjanjian yang
ada, yang pada intinya untuk melakukan suatu penyelundupan hukum yang jika
dilihat dari ketentuan rukun dan syarat terbentuknya akad yakni tujuan akad, maka
instrumen perjanjian yang serupa dapat dikategorikan kedalam akad yang
bertentangan dengan syarak jika dilakukan pengintegrasian ilmu melalui uruf atau
kebiasaan masyarakat berupa ketaatan terhadap aturan perundang-undangan yang
juga diakui oleh hukum Islam.

Kata Kunci : Nominee, Hukum Agraria, Hukum Perjanjian
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TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Penulisan transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan

tesis ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomer 158 Th. 1987 dan Nomer
0543b/U/1987. Tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan bahasa Arab dalam transliterasi latin (bahasa Indonesia)

dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan

tanda sekaligus.

Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
| Alif Tidak dilambangkan Tidak
dilambangkan
< Ba Be
& Ta 1L Te
& sa $ Es (dengan titik di
atas)
Jim J Je
Ha H Ha (dengan titik di
bawah)
« Kha Kh Ka dan Ha
2 Dal D De
3 zal z Zet (dengan titik di
Bawah)
J Ra R Er
J Za Z Zet
o Sin S Es
o Syin Sy Es dan Ye
ol sad S Es (dengan titik di
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bawah)
ol dad d De (dengan titik di
bawah)
b ta t Te (dengan titik di
bawah)
) za z Zet (dengan titik di
bawah)
' ‘Ain : Koma terbalik di
atas
£ Gain G Ge
o Fa F Ef
A Qaf Q Ki
d Kaf K Ka
J Lam L El
p Mim M Em
o Nun N En
3 Wau \% We
° Ha H Ha
s Hamzah ¢ Apostrop
¢ Ya Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah ditulis Rangkap

Ok < ditulis muta’aqqidin
sag  ditulis ‘iddah
C. Ta’ Marbutah

1. Bila dimatikan ditulis h
b ditulis hibah

3¢g ditulis jizyah
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(ketentuan ini tidak diperlakukan terhadap kata-kata Arab yang sudah
terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti shalat, zakat, dan sebagainya,
kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “al” serta bacaan kedua itu terpisah,
maka ditulis dengan h.
slagl) 8al 8 ditulis karamah al-auliya’

3. Bila ta’ marbutdh hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan
dhammah ditulis t.
8 kg 31 ditulis zakatu fitri

D. Vokal Pendek

Tanda Nama Huruf Latin Nama
------ . fathgh A A
------ kasrah I I
------ - djmmah U U

E. Vokal Panjang

Fathah + alif ditulis a

sl ditulis jahiliyyah
Fathah + ya’ mati ditulis a

sEus ditulis yas’a
Kasrah + ya’mati ditulis 1

psd ditulis karim
Dammah + wawu mati ditulis i

Ay ditulis furad

F. Vokal Rangkap

Fath3h + ya’ mati ditulis ai
adyg ditulis bainakum
X
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Fath3h + wawu mati ditulis au

Jsa ditulis qaula

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisihkan dengan

Apostrof

acidy ditulis a’antum

g ditulis u’iddat

pcdid & ditulis la’in syakartum

H. Kata Sandang Alif + Lam
a. Bila diikuti Huruf Qamariyah
olud ditulis al-Qur’an
e ditulis al-Qiyas
b. Bila diikuti Huruf Syamsiyah ditulis dengan menggandakan huruf
syamsiyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf I (e/)-nya
slad) ditulis as-Sama’

ea i) ditulis asy-Sams

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

vasudssd  ditulis zawil al-furad
o Jo ditulis ahl as-sunnah
Xi
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BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Roscoe Found' menyatakan bahwa “memenuhi janji” adalah suatu yang
penting dalam kehidupan sosial.> Hukum kontrak berkaitan dengan pembentukan
dan melaksanakan suatu janji. Suatu janji adalah suatu pernyataan tentang sesuatu
kehendak yang akan terjadi atau tidak terjadi pada masa yang akan datang. Dalam
makna lain, dapat dikatakan bahwa janji merupakan pernyataan yang dibuat oleh
seseorang kepada orang lain yang menyatakan suatu keadaan tertentu atau yang
terjadi, atau akan melakukan suatu perbuatan tertentu. Orang terikat pada janjinya
sendiri, yakni janji yang diberikan kepada pihak lain dalam perjanjian. Janji itu
mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.’

Pada prinsipnya, permasalahan bisnis merupakan pembicaraan yang
melibatkan kepentingan semua manusia.* Dalam bisnis tentunya terdapat banyak
cakupan yang ada di dalamnya, salah satu di antaranya ialah kepemilikan terhadap

suatu benda tertentu, seperti tanah, bangunan, rumah, dan lain-lain. Refleksi tentang

!"Adalah seorang ahli hukum Amerika-dan mantan dekan Harvard Law School. Inti
pemikirannya berkisar pada tema bahwa hukum bukanlah suatu keadaan yang statis, melainkan
suatu proses. Suatu” pembentukan ‘hukum, interpretasinya. maupun ‘penerapan, hendaknya
dihubungkan dengan fakta-fakta sosial. Lihat Hasanuddin AF, Pengantar Ilmu Hukum, cetakan
pertama (Jakarta: UIN Jakarta Press, 2004)., him. 91.

? Tentunya hal ini sejalan dengan hadis Nabi : .&d) SAGIH(: I s@llog tawe wle
)l s o( ))IE Ce N aG) a5 13y dd &um I3 dikutip dari Abi ‘abdillah Muhammad Ibn
Ismail al-Bukhariy, sahih al-Bukhariy, Juz Pertama (Damaskus: Bairut, 1836), him. 18.

3 Ridwan Khairandy, Kebebasan Berkontrak & Pacta Sunt Servanda Versus iktikad Baik :
Sikap Yang Harus Diambil Pengadilan (Yogyakarta: FH UII Press, 2015), hlm. 3-4.

4 Rosyidin, “Aktivitas Bisnis Perspektif Islam dan Kapitalis,” 4¢-Tahdzib, Vol. 1 Nomor 2
Tahun 2013, him. 243.
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tanah mempunyai makna sangat strategis, karena di dalamnya, terkandung tidak
saja fisik tetapi juga aspek sosial, ekonomi, budaya, bahkan politik, serta
pertanahan, keamanan, dan hukum.’

Tanah yang merupakan permukaan bumi harus diatur dan dikelola secara
nasional untuk menjaga kelestarian sistem kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
amanat konstitusi adalah politik pertanahan dan kebijakan pertanahan diarahkan
untuk mewujudkan tanah sebagai sumber untuk sebesar-besarnya bagi
kemakmuran rakyat, yang meliputi penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan
penggunaan tanah.

Tugas negara tidak terbatas pada memelihara tata tertib serta melindungi
jiwa dan harta kekayaan rakyatnya (police state), melainkan juga negara bertugas
untuk mewakili kepentingan bersama, menjadi lebih luas dan mengusahakan
peningkatan kemakmuran yang adil dan merata (welfare state). Sehingga di dalam
melaksanakan tugasnya negara mempunyai kewajiban memerhatikan kepentingan
bersama, dan hak-hak individu atas tanah dinyatakan mempunyai fungsi sosial.

Sejalan dengan prinsip pembangunan terutama mengenai perbaikan
pengelolaan sumber daya alam khususnya di bidang pertanahan, diperlukan sistem
pertanahan nasional yang dapat memberikan sarana dalam mengatur sumber daya
alam tersebut untuk mencapai pembangunan yang diharapkan;

Sistem pertanahan nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 5

Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria selanjutnya disebut

5 F.X. Sumarja, Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing-Sebuah Tinjauan
Yuridis Filosofis (Bandar Lampung: Indepth Publishing, 2012), hIm. v.

Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (01.04.2019)



“UUPA” yang dalam jiwanya (spiritnya) mencakup pengaturan tentang bumi, air
dan sumber daya alam lain.® Sepirit dari UUPA ini tentunya bersumber dari
Undang-Undang Dasar 1945 selanjutnya disebut UUD 1945. Disebutkan di dalam
batang tubuhnya melalui Pasal 33 ayat (3) yang berbunyi,’ “bumi dan air dan
kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan
dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”.

Bagi bangsa Indonesia, tanah sesuatu yang bersifat asasi dan merupakan
unsur yang sangat rentan dan urusan leluhur dan turun temurun, menyangkut harga
diri atau marwah satu keluarga dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan
bernegara. Hubungan di antara orang dengan tanah adalah hubungan yang bersifat
abadi. Dalam hukum tanah, hak bangsa merupakan hak spiritual dan historikal yang
dimiliki oleh setiap bangsa Indonesia, dalam hubungan dengan tanah dan tumpah
darah sebagai gambaran jiwa yang patriotik dan merupakan perckat kedaulatan
Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).® Pengaturan Hak Bangsa
dikemukakan pada Pasal 1 ayat (1) UUPA yang berbunyi, “seluruh wilayah
Indonesia adalah kesatuan tanah air dari seluruh rakyat Indonesia yang bersatu

sebagai bangsa Indonesia’,

¢ Anita D.A. Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah di
Indonesia, cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2013), him. 2.

7 Lihat Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,

8 Martin Roestamy, Konsep-Konsep Hukum Kepemilikan Properti Bagi Asing
(Dihubungkan dengan Hukum Pertanahan), cet. Ke-1 (Bandung: PT. Alumni, 2011), hlm. 5.
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Selanjutnya dalam ayat (3) disebutkan, “hubungan antara bangsa Indonesia
dengan bumi, air serta ruang angkasa termaksud dalam ayat (2) adalah bersifat
abadi.”

Dalam sistem hukum tanah Indonesia, sebagai konsekuensi dari asas
nasionalitas, terdapat perbedaan perlakuan antara Warga Negara Asing (WNA)
dengan Warga Negara Indonesia (WNI). Dengan perlakuan yang berbeda tersebut
bahwa kepemilikan asing atas tanah dibatasi hanya pada Hak Pakai dan Hak Sewa
saja yang memiliki banyak kendala. Asing tidak dapat memiliki Hak Milik (HM),
Hak Guna Usaha (HGU) atau Hak Guna Bangunan (HGB). Warga Negara Asing
atau Badan Hukum Asing hanya dapat memiliki HGU atau HGB melalui
pembentukan Badan Hukum Indonesia. Sementara di sisi lain, pihak investor asing
menghendaki hak atas tanah dengan jangka waktu yang panjang dan mudah
dijaminkan serta memiliki kepastian hukum.

Kebijakan hukum pertanahan di Indonesia secara substansial dipandang
oleh investor asing sebagai faktor penghambat atau tidak membuat investor nyaman
dalam berinvestasi di Indonesia, prinsip tersebut tidak terlepas dari konsep-konsep
dasar yang dianut di dalam UUPA, sebagai payung hukum dari hukum tanah dan
yang berhubungan dengan tanah.’

Dengan adanya pembatasan hak tersebut, maka asas masionalitas sebagai
suatu konsekuensi dari hak bangsa Indonesia, dipandang sebagai faktor
penghambat bagi arus investasi asing, terutama pada sektor properti, pariwisata,

dan lain-lain, mengingat keterbukaan pasar asing terhadap hal ini sangat erat

% Ibid., hlm. 6.
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kaitannya dengan sistem hukum pertanahan yang ada di Indonesia yang bersumber
kepada UUPA.

Hal ini dimaksudkan sebagai langkah untuk menghindari agar tanah di
Indonesia yang dikuasai oleh negara atau milik perorangan sebagai warga negara
Indonesia tidak habis dikuasai oleh WNA yang ingin membangun usaha maupun
ingin bertempat tinggal di Indonesia. Bila hal ini tidak dijaga dan tidak adanya
ketentuan yang mengatur, maka dalam jangka panjang tidak bisa dipungkiri bila
dikemudian hari akan banyak WNA yang menguasai tanah di Indonesia baik
sebagai tempat tinggal maupun menjadi ladang usaha mereka dalam bentuk
industri, restoran maupun menguasai dibidang pariwisata. Dengan demikian
masyarakat akan merasa didatangi oleh penjajah, yang dengan sewenangnya dapat
menguasai setiap sudut lahan yang memiliki potensi dan nilai ekonomi. Akibatnya
kesejahteraan bagi masyarakat akan berkurang bahkan tidak ada. Oleh karena itu
Hak Milik oleh WNA di Indonesia dengan tegas dilarang oleh Undang-Undang.

Namun demikian hal tersebut seakan bukanlah sebagai kendala bagi WNA
untuk berinvestasi dengan cara di luar ketentuan yang berlaku. Indonesia sebagai
salah satu destinasi pariwisata wisatawan mancanegara yang diyakini menjadi
faktor ramainya investor yang masuk untuk berinvestasi disektor pariwisata, baik
dalam bentuk penginapan/hotel maupun bar dan restoran. Saat ini akta notariil
bahkan bisa menjadi senjata bagi WNA dalam menguasai tanah di Indonesia,
sehingga hal ini telah melewati batasan-batasan ketentuan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini WNA memanfaatkan masyarakat setempat yaitu WNI
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yang memiliki hak milik atas tanah untuk saling mengikatkan diri dalam instrumen
perjanjian nominee. "’

Perjanjian nominee!’ merupakan salah satu dari jenis perjanjian innominaat,
yaitu perjanjian yang tidak dikenal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
(KUHPerdata) namun timbul, tumbuh dan berkembang di masyarakat.'? Timbulnya
kontrak ini karena adanya asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tercantum
dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata.'* Oleh karenanya perjanjian nominee ini
harus tunduk dan patuh kepada ketentuan dalam aturan tentang perikatan Buku III
KUHPerdata.

Istilah nominee tersebut sering disamakan dengan istilah perwakilan atau
pinjam nama, berdasarkan surat pernyataan atau surat kuasa yang dibuat oleh para
pihak, WNA meminjam nama WNI untuk dicantumkan namanya sebagai pemilik

tanah pada sertipikatnya, tetapi kemudian warga negara Indonesia berdasarkan akta

pernyataan yang dibuatnya mengingkari bahwa pemilik sebenarnya adalah WNA

10 M. Edwin Azhari dan Djauhari, “Tanggung Jawab Notaris Dalam Pembuatan Akta
Perjanjian Nominee dalam Kaitannya Dengan Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing di
Lombok,” Jurnal Akta, Vol. 5 No. 1 Maret 2018, hlm. 44,

' Dalam kamus hukum'atau ' Black’s Law Dictionary, arti ‘dari nominee adalah : “one
designated to act for another as his representativein a rather limited sense. It is used sometimes to
signify an agent or trustee. It-has no connotation, however, other than that of acting for another, in
representation of another, or as the grantee of another.” Yang artinya : “seseorang ditunjuk
bertindak atas'pihak lain sebagai perwakilan dalam pengertian terbatas. Ini digunakan sewaktu-
waktu untuk ditandatangani oleh agen atau orang kepercayaan. Tidak ada pengertian lain daripada
hanya bertindak sebagai perwakilan pihak lain atau sebagai penjamin pihak lain”. Lihat Andina
Damayanti Saputri, “Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah Bagi Warga Negara Asing
Yang Berkedudukan di Indonesia (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Nomor
12/PDT/2014/PT.DPS),” Jurnal Repertorium, ISSN: 2355-2646, Volume II No. 2 Juli — Desember
2015, hlm. 100.

12 Andina Damayanti Saputri, “Perjanjian Nominee Dalam Kepemilikan Tanah., him. 100.

13 Salim H.S., Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, cet. Ke-3 (Jakarta:
Sinar Grafika, 2005), him. 1.
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selaku pihak yang mengeluarkan uang untuk pembelian tanah tersebut dan
penguasaannya dilakukan atau diwakilkan kepada warga negara asing tersebut. '

Perbedaan perlakuan dalam kepemilikan hak atas tanah ini menimbulkan
perbuatan untuk melakukan penyelundupan hukum guna memiliki hak atas tanah
dengan cara-cara yang dilakukan oleh WNA yang bekerja sama dengan WNI, dan
hal ini biasanya dipermudah dengan bantuan Notaris yang membuat perjanjian
Trustee antara WNA dengan WNI secara melawan hukum. permasalahan terhadap
kepemilikan hak atas tanah yang dilakukan oleh WNA bersama-sama dengan WNI
dan Notaris pada kenyataannya sangat sulit dibuktikan, meskipun masalah ini
sering terungkap di publik baik melalui media koran maupun televisi, tetapi
kenyataannya permasalahan ini tidak dapat dituntaskan.

Akibatnya, dalam kepemilikan Hak Milik atas tanah ini dilakukan secara
melawan hukum dengan membuat perjanjian 7rustee seorang WNI yang dipercaya
dengan memakai/meminjam nama WNI (perjanjian nominee) yang pengaturan
kepemilikannya biasanya dibuat oleh seorang pejabat Notaris. '

Adanya praktik perjanjian nominee yang tergolong ke dalam suatu
penyelundupan hukum dikategorikan juga telah melanggar asas nasionalitas dalam
UUPA. Asas ini dapat ditemukan dalam Pasal 9 ayat (1) UUPA, yaitu : “hanya
warga negara Indonesia mempunyai hubungan yang sepenuhnya dengan bumi, air,
dan ruang angkasa, dalam batas-batas ketentuan Pasal 1 dan Pasal 2.”” Asas ini juga

ditemukan dalam Pasal 21 ayat (1) UUPA, yaitu: “hanya warga negara Indonesia

14 Andina Damayanti Saputri, “Perjanjian Nominee, him. 100.

15 Anita D.A. Kolopaking, Penyelundupan Hukum Kepemilikan, hlm. 7.
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dapat mempunyai Hak Milik.” Prinsip ini menegaskan bahwa hanya warga negara
Indonesia yang berkedudukan sebagai subyek Hak Milik.'® Hak milik atas tanah
tidak dapat dimiliki oleh WNA dan pemindahan Hak Milik kepada WNA dilarang
dengan ancaman batal demi hukum.'’

Menurut ahli-ahli hukum Islam kontemporer, rukun yang membentuk akad
itu ada empat, yaitu :'®

1. Para pihak yang membuat akad (al-aqidan),

2. Pernyataan kehendak para pihak (shigatul- ‘aqd),

3. Objek akad (mahallu- ‘aqd), dan

4. Tujuan akad (maudy;’ al-‘agd).

Terkait dengan obyek akad pada ketentuan diatas, bahwasanya syarat “dapat
diserahkan” memerlukan unsur penyempurna, yaitu bahwa penyerahan itu tidak
menimbulkan kerugian (dgrar) dan apabila menimbulkan kerugian, maka akadnya
fasid. Syarat “objek harus tertentu” memerlukan kualifikasi penyempurna, yaitu
tidak boleh mengandung garar, dan apabila mengandung unsur garar akadnya
menjadi fasid."

Dalam hal'ini, suatu kontrak/akad jual beli tanah yang dilakukan oleh WNA
dengan perjanjian pinjam nama (nominee), terdapat pengaturan yang jelas dalam

ketentuan hukum/positif maupun hukum Islam yang berlaku di Indonesia.

16 Urip Santoso, Hukum Agraria Kajian Komprehensif, cet. Ke-5 (Jakarta: Prenadamedia
Group, 2015), hlm. 59.

17 Ibid.

18 Syamsul Anwar, Hukum Perjanjian Syariah Studi tentang Teori Akad dalam Fikih
Muamalat, cet.ke-2 (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), hlm. 96.

19 Ibid., him.100.
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B. Rumusan Masalah
1. Mengapa perjanjian pinjam nama (nominee) antara WNA dengan WNI
marak terjadi ?
2. Bagaimana perspektif hukum perjanjian dan perjanjian syariah terhadap

perjanjian pinjam nama (nominee) antara WNA dengan WNI di Indonesia

?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk :

a. Mengetahui mengapa perjanjian pinjam nama (nominee) antara WNA
dengan WNI marak terjadi.

b. Menjelaskan dan memahami perspektif hukum perjanjian dan perjanjian
syariah terhadap perjanjian pinjam nama (nominee) antara WNA dengan
WNI di Indonesia.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian'ini diharapkan memiliki nilai manfaat yaitu :

a. Secara teoritis, yaitu untuk memberikan sumbangsih bagi khazanah
keilmuan, khususnya bidang hukum Islam dan sumber rujukan bagi para
peneliti yang ingin meneliti dengan objek kajian tentang perjanjian
pinjam nama (nominee).

b. Secara praktis, diharapkan hasil penelitian ini dapat dijadikan landasan

hukum mengenai perjanjian pinjam nama (nominee) perspektif hukum
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perjanjian syariah bagi warga masyarakat pada umumnya dalam
menyikapi langkah mereka dalam menerima tawaran untuk melakukan

kontrak/akad perjanjian pinjam nama (nominee) ini.

D. Kajian Pustaka

Kajian terhadap perjanjian pinjam nama (Nominee) sudah banyak dilakukan
yang memiliki berbagai macam obyek kajian masing-masing. Hanya saja dari
banyaknya kajian yang telah dilakukan berfokus kepada bagaimana hukum positif
dalam memandang suatu permasalahan tersebut, misalkan dalam kajian yang
dilakukan oleh Yosia Hetharie?® yang menitik beratkan kajiannya pada perjanjian
nominee sebagai sarana penguasaan hak milik atas tanah yang dilakukan oleh WNA
dengan pisau analisis yakni KUH Perdata dan sedikit didalamnya menambahkan
aturan perundang-undangan yakni UUPA sebagai bahan tambahan dalam mengkayji
perjanjian nominee tersebut. Sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang
sejatinya tidak jauh berbeda dengan kajian yang dilakukan oleh Bunga Gandasari®!
yang mencantumkan Pasal 26 ayat (1) UUPA sebagai pelarangan pemindahan hak

milik atas tanah kepada WINA.

20Yosia Hertharie, “Perjanjian Nominee Sebagai Sarana Penguasaan Hak Milik Atas Tanah
Oleh Warga Negara Asing Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,” Tesis Program
Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, tidak diterbitkan, Yogyakarta,
2015.

21 Bunga Gandasari, “Akibat Hukum Perjanjian Pinjam Nama (Nominee) Dalam Hal
Penguasaan dan Pemilikan Hak Atas Tanah di Indonesia oleh Warga Negara Asing,” tesis Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang, 2016.
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Bunga Gandasari dalam kajiannya mengangkat kasus yang telah diputus
oleh Pengadilan Negeri Denpasar sebagai bahan untuk dinalisis, yakni kasus
Karpika Wati sebagai penggugat dan Alain Maurice Pons sebagai tergugat dan
seorang notaris sebagai tergugat dua yakni Eddy Nyoman Winarta, S.H. yang pada
intinya telah melakukan suatu instrumen perjanjian pinjam nama yang bertujuan
untuk menguasai suatu obyek tanah yang ada di Badung, untuk dipindahkan
penguasaannya secara yuridis dan secara fisik sekaligus yang kemudian
keterlibatan notaris dalam hal ini untuk mengikatkan perjanjian yang mereka buat
agar seakan sesuai dengan hukum yang berlaku.

Disamping itu, dalam kedua kajian tersebut juga membahas terkait dengan
akta autentik yang dibuat oleh notaris dalam rangka membantu proses pemindahan
hak milik atas tanah kepada WNA yang dikategorikan dalam penyelundupan
hukum dan akta autentik tersebut batal demi hukum. Hal tersebut terjadi
dikarenakan adanya itikad tidak baik yang dilakukan para pihak yang bertentangan
dengan asas kebebasan berkontrak dengan tidak memenuhi syarat objektif sahnya
suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, selain itu juga
bertentangan dengan Pasal 9, Pasal 21 ayat (1).dan dipertegas dengan Pasal 26 ayat
(1) UUPA sebagaimana disampaikan di atas.

Kajian tentang ini juga telah dilakukan oleh Prof. Maria S.W. Sumardjono?
yang menjadi banyak sumber hukum wajib bagi para peneliti yang ingin mengkaji

perjanjian pinjam nama (nominee). Dalam kajiannya menitikberatkan kepada aspek

22 Maria S.W. Sumardjono, Alternatif Kebijakan Pengaturan Hak Atas Tanah Beserta
Bangunan bagi Warga Negara Asing dan Badan Hukum Asing, (Jakarta: Kompas Media Nusantara,
2007).
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hukum pertanahan, diantaranya yakni aspek perjanjian yang dibuat oleh notaris
sebagai akta autentik untuk melakukan suatu instrumen penyelundupan hukum
dalam berbagai varian perjanjian yang berkenaan dengan penguasaan tanah oleh
WNA. Selain itu kajian dalam buku ini juga melirik kepada hal yang lebih luas
yakni bagaimana pemilikan tanah beserta bangunan oleh WNA dan badan hukum
asing di Singapura, Malaysia, Thailand, dan Kamboja.

Yang lebih spesifik juga terfokus pada kajian dengan landasan yuridis yakni
Peraturan-Pemerintah Nomor 41 Tahun 1996 tentang Pemilikan Tempat Tinggal
atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di Indonesia yang mana
peraturan pemerintah ini telah tidak relevan lagi dengan acuan hukum saat ini,
karena telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2015 tentang
Pemilikan Tempat Tinggal atau Hunian oleh Orang Asing yang Berkedudukan di
Indonesia. Kajian dalam buku ini juga melihat aturan yuridis penguasaan tanah oleh
WNA yang dikhususkan untuk rumah tempat tinggal atau hunian.

Selain kajian yang menitikberatkan terhadap apa yang telah dijelaskan di
atas juga terdapat kajian yang melihat dari pandangan yang berbeda, mengenai
pertanggungjawaban notaris dalam membuat suatu akta autentik untuk kepemilikan
hak milik atas tanah yang bisa diperoleh oleh WNA sebagaimana yang dikaji oleh
I Wayan Eka’'Saputra.?® Penelitian ini menggunakan KUH Perdata, UUPA dan
Undang-Undang Jabaran Notaris sebagai fokus utama, karena berbicara mengenai

pertanggungjawban notaris tentu tidak bisa dilepaskan dari peran sertanya UUJN

2 [ Wayan Eka Saputra, “Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Perjanjian
Nominee Untuk Kepemilikan Hak Milik Atas Tanah,” Tesis Program Pascasarjana Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta Magister Kenotariatan, tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2016.
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sebagai aturan yang harus ditaati oleh semua elemen notaris yang ada di Indonesia.
Dalam kajian ini notaris haruslah bertanggung jawab terhadap seluruh akta autentik
yang telah dibuatnya, dalam hal ini akta yang bertujuan untuk memindahkan hak
milik atas tanah kepada WNA, karena I Wayan Eka Saputra dalam hal ini
memandang notaris telah melanggar kewajiban dalam menjalankan jabatan
khususnya Pasal 16 ayat (1) huruf a dan e UUJN yang notaris daripadanya
dikenakan sanksi administratif dan juga perdata.

Kajian seputar perjanjian pinjam nama (nominee) ini pun tidak luput dari
aspek sosial ekonomi yakni pentingnya tanah bagi pengembangan sektor pariwisata
yang menyebabkan banyaknya lahan yang diperlukan untuk membangaun dan juga
relasi yang telah terbangun ditengah masyarakat dengan WNA sehingga banyak
diantara WNA ingin memiliki hak milik atas tanah di Indonesia, sebagaimana hasil
dari kajian yang dilakukan oleh Ni Putu Mirayani* di Desa Canggu Kabupaten
Badung, Bali. Dalam penelitiannya Ni Putu Mirayani menggunakan pendekatan
administrasi publik seperti peran BPN, Pemerintah Desa, dan Pemerintah Adat
sebagai fokus penelitian yang mengungkapkan bahwa peran dari lembaga
pemerintah tersebut tidaklah banyak yang mampu mengintervensi praktik nominee
yang ada. Hanya mampu melakukan anjuran dan penolakan ketika surat-surat tanah
yang ada atas nama WNA.

Dalam penelitiannya Ni Putu Mirayani menegaskan bahwa perjanjian

nominee ini terjadi karena dilatarbelakangi oleh berbagai alasan, diantaranya faktor

24 Ni Putu Mirayani, “Kepemilikan Tanah Oleh Warga Negara Asing (WNA) Melalui
Perjanjian Nominee (Studi : Desa Canggu, Kabupaten Badung, Provinsi Bali),” Tesis Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Magister Kenotariatan, tidak diterbitkan,
Yogyakarta, 2016.
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ekonomi, perjanjian ini tidak memiliki prosedur yang baku, pihak-pihak yang
melakukan sadar akan resiko dari perbuatannya akan tetapi tetap dilakukan dan
yang terakhir adalah pemerintah daerah maupun pemerintah adat menyadari adanya
perjanjian tersebut, namun tidak mampu dalam menanggulangi karenan
keterbatasan kewenangan yang dimiliki olehnya yang hanya saja baru bisa sampai
ke proses pencegahan. Sedangkan dalam penelitian yang peneliti lakukan, akan
melihat lebih jauh alasan-alasan penyebab terjadinya perjanjanjian ini.

Dalam aspek perjanjian pinjam nama (Nominee) dengan obyek yang lainnya
terdapat kajian yang menaruh perhatian kepada perjanjian pinjam nama (nominee)
pada ranah Perseroan Terbatas (PT) yang kemudian dibagai dalam obyeknya
masing-masing. Kajian yang dilakukan oleh Lucky Suryo Wicaksono® dan
Mochamad Fahruroji*® yang mengkaji gambaran mengenai pembentukan nominee
agreement yang lazim digunakan untuk kepentingan saham perseroan terbatas di
Indonesia kemudian kedudukannya dalam aturan hukum yang berlaku di Indonesia
dan pertanggungjawaban notaris atasnya. Dalam kajian ini mereka tentunya
menjadikan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
sebagai sumber hukum untuk mengkaji.

Dalam kajiannya nominee terbagi dalam dua kategori : nominee lansung dan

tidak lansung. ‘Nominee lansung dibentuk dengan cara membuat dan

% Lucky Suryo Wicaksono, “Tinjauan Yuridis Kepastian Hukum Nominee Agreement
Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas,” Tesis Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas
Gadjah Mada Yogyakarta, tidak diterbitkan, Yogyakarta, 2014.

26 Mochamad Fahruroji, “Tinjauan Hukum Perjanjian Nominee Terhadap Pemberian Kuasa
Penanam Modal Asing Dalam Kepemilikan Saham Perseroan Terbatas,” Skripsi Program Studi [lmu
Hukum, Konsentrasi Hukum Bisnis, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negari Syarif
Hidayatullah Jakarta, 2015.
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menandatangani nominee agreement antara beneficiary dan nominee. Sedangkan
nominee tidak lansung dibentuk dari nominee agreement yang secara tegas dan jelas
memberi kepercayaan dan kewenangan dari beneficiary kepada nominee. Keduanya
menurut Lucky Suryo W mempunyai tujuan atau prestasi yang sama untuk
menghasilkan nominee shareholder.

Selain itu kajian yang menitikberatkan kepada penanaman modal asing
melalui instrumen nominee arragement dalam bidang properti yang dikaji oleh
Devi Surya Putri’’ yang dalam kajian ini mengambil kesimpulan pada adanya
kekosongan hukum terkait pengaturan nominee kepemilikan tanah di Indonesia
serta terpangkasnya peran Badan Penanaman Modal dan Perizinan Provinsi Bali
dalam hal ini investasi domestik. Dalam kajian yang lain adanya bentuk perjanjian
pinjam nama dalam hal PT dengan Persoon di lokasi yang berbeda, yakni Lombok
Barat, melalui Kajian yang dilakukan oleh Lalu Satya Ardi Purnama Putra®® yang
dalam kajian ini ditemukan adanya dualisme hukum kepemilikan tanah antara PT
dengan Persoon yang dilatarbelakangi oleh perjanjian peminjaman nama dengan
impliksi yang sama dengan lainnya, yakni perjanjian tersebut batal demi hukum.

Dari semua penelitian yang telah dilakukan sebagaimana dipaparkan diatas,
kajian yang melatarbelakangi penelitiannya terkait-perjanjian pinjam nama

(nominee) pada hukum Islam hanya ditemukan dalam kajian Skripsi oleh Izzatun

27 Devi Surya Putri, “Review on Foreign Direct Investment By Nominee Arragement on
Property,” Penulisan Hukum, Bagian Hukum Dagang, Fakultas Hukum Universtias Gadjah Mada
Yogyakarta, 2015.

28 Lalu Satya Ardi Purnama Putra, “Perjanjian Peminjaman Nama Hak Milik Atas Tanah
Antara Perseroan Terbatas Dengan Persoon di Kabupaten Lombok Barat,” Tesis Program
Pascasarjana Universitas Gadjah Mada Yogyakarta Magister Kenotariatan, tidak diterbitkan,
Yogyakarta, 2016.
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Fariha®® yang menggunakan konsep kepemilikan dalam hukum posirif dan hukum
Islam. Fariha mengkategorikan kepemilikan atas tanah oleh WNA kedalam
kategori kepemilikan atas harta yang tidak sempurna atau dalam hukum Islam
disebut dengan al-Milk an-Nagish, yang mana WNA sebagaimana disebutkan
olehnya hanya bisa mempunyai manfaat atas tanahnya saja, karena tanah tersebut
milik dari WNI dan jika WNA ingin menguasai tanah dibutuhkan suatu instrumen
akad baru.

Selain dari kajian dalam hukum Islam yang menjadi landasan Fariha, dalam
kajiaannya ia membahas penguasaan tanah oleh WNA di Desa Kaliasem yang juga
melalui berbagaimacam instrumen perjnjian yang sejatinya sama saja dengan
penelitian sebelumnya, menjadi pembeda dalam kajian ini yang melandasinya
dengan hukum jual beli dalam Islam. Sehingga dari semua penelitian yang ada,
belum ada yang mengkaji terkait dengan perjanjian pinjam nama (nominee) dengan
perspektif hukum perjanjian syariah dan bahkan memilih Kota Denpasar sebagai

obyek penelitian.

E. Kerangka Teoretik
Bagian ini berisi kerangka konseptual dan teori-teori yang relevan yang

akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian.’’ Penyajian landasan

29 Tzzatun Fariha, “Tinjauan Normatif dan Yuridis Terhadap Kepemilikan Tanah Bagi
Warga Negara Asing (WNA) di Desa Kaliasem Kecamatan Banjar Kabupaten Buleleng,” Skripsi
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalat) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas
Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017.

30 Lihat Pedoman Penulisan Tesis, Program Studi Magister Hukum Islam Fakultas Syariah
dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, hlm. 3.
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teoritik dilakukan dengan pemilihan satu atau sejumlah teori yang relevan dengan
masing-masing klasifikasi di atas untuk kemudian dipadukan dalam satu bangunan
teori yang utuh.

Terdapat beberapa teori yang akan digunakan pada penelitian ini untuk
memberikan analisis yang sesuai dengan tema dari penelitan ini. Tentunya teori
hukum perjanjian dirasa penting untuk mengawali teori yang akan digunakan
sebagai bahan kajian untuk menganalisis permasalahan yang diangkat dalam
penelitian ini. Teori perjanjian ini penting dikarenakan dalam konteks penelitian ini
yang mengkaji suatu perjanjian yang termasuk kategori penyelundupan hukum,
sehingga akan sesuai jika dibenturkan dengan syarat sahnya perjanjian, yaitu kata
sepakat, kecakapan, hal tertentu dan suatu sebab yang halal®! sebagaimana tertera
dalam Pasal 1320 KUH Perdata.

Dari hal tersebut apakah suatu perjanjian yang kategorinya mencedireai
asas-asas hukum sudah tepat dan bisa dikatakan suatu perjanjian yang sah ?.
walaupun dalam hal ini yang membuat suatu perjanjian sehingga dikatakan autentik
adalah notaris. Dari sifat pokok hukum perjanjian saja kita bisa menarik suatu
kesimpulan ‘bahwa/ mengatur’ hubungan 'hukum antara = orang-orang®? yakni
hubungan hukum antara orang yang satu dengan yang lainnya, yang mengikatkan

diri mereka dalam suatu klausul perjanjian.

31" Suharnoko, Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus, cetke-8 (Jakarta:

PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 1

32 Wirjono Prodjodikoro, Azas-Azas Hukum Perjanjian, cetke-ix (Bandung: CV Mandar
Maju, 2011), hlm.7.
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Kemudian nantinya dapat menjabarkan apakah akta autentik yang dibuat
oleh notaris untuk kepentingan kepemilikan hak atas tanah oleh WNA dapat
dibenarkan atau tidak oleh aturan hukum perjanjian yang berlaku di Indonesia. Jika
dapat dan tidak dapat dibenarkan, kemudian apa yang menjadi akibat hukum dari
adanya perjanjian tersebut. Menjadi suatu penjabaran yang menarik apabila hal
hukum perjanjian dapat ikut andil dalam menganalisis suatu permasalahan yang
timbul disini.

Untuk mendukung suatu teori perjanjian tentu dalam penelitian ini
dibutuhkan suatu teori yang lain, yang paling cocok untuk mendapingi teori ini ialah
teori hukum perjanjian syariah. Dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian
yang juga berlandaskan kepada hukum Islam, maka teori hukum perjanjian syariah
dikatakan penting dan dapat menjadi landasan teori berikutnya setelah hukum
perjanjian itu sendiri. Adanya perbedaan instrumen antara hukum perjanjian dengan
hukum perjanjian syariahlah yang menyebabkan penelitian ini akan semakin
menarik jika kajiannya dilandaskan kepada hukum Islam.

Hukum Islam merupakan suatu aturan hukum yang bersumber kepada al-
Qur’an, as-Sunnah dan ar-Ra’yu (ijtihad) yang mengatur hubungan antara dua
orang atau lebih mengenai suatu hal tertentu yang menjadi obyek perjanjian.
Adanya keterkaitan antara agama dengan seluruh transaksi yang kita lakukan

didalam kehidupan menunjukkan adanya sifat “religius transendental” yang
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terkandung pada aturan-aturan yang melingkupi hukum Islam itu sendiri yang
merupakan pencerminan otoritas Allah SWT.*?

Selain dari teori hukum perjanjian dan hukum perjanjian syariah tersebut
diatas juga dibutuhkan teori yang mampu menggambarkan obyek yang menjadi
sengketa dalam penelitian ini yakni tanah atau agraria. Sehingga teori yang
selanjutnya ialah teori agraria yang didalamnya mampu memaparkan bagaimana
dan apa saja yang menjadi hak-hak atas WNI dalam hal tanah dan apa saja yang
menjadi hak-hak WNA. Apakah hak milik atas tanah hanya dimiliki oleh WNI
semata atau dapat juga dimiliki oleh WNA.

Dari hal tersebut, bagaimana sebenarnya sistem hukum agraria nasional saat
ini yang dielaborasi dalam suatu peraturan perundang-undangan yakni Undang-
Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang
memiliki tujuan sebagai alat untuk membawakan kemakmuran, kebahagiaan dan
keadilan bagi negara dan rakyat, terutama rakyat tani dalam rangka masyarakat
yang adil dan makmur.

Kemudian dari ketiga teori diatas masih membutuhkan teori selanjutnya
yang nantinya bisa melakukan integrasi keilmuan antara satu teori dengan teori
yang lain. Misalnya dalam teori hukum positif (yakni hukum agraria atau hukum
perjanjian) dengan teori dalam hukum Islam (yakni hukum perjanjian syariah). Atas
dasar munculnya kedua teori tersebut muncullah teori yang keempat, yakni uruf

sebagai teori yang mampu melakukan pengintegrasian yang baik dalam

33 Ahmad Rajafi, Masa Depan Hukum Bisnis Islam di Indonesia: Telaah Kritis
Berdasarkan Metode Ijtihad Yusuf al-Qaradjwi, cetke-1 (Yogyakarta: LkiS Yogyakarta, 2013),
hlm. 55.
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menanggapi keberlakuan atau dianggapnya pemberlakuan hukum positif dalam
hukum Islam melalui suatu uruf yang harus ditaati masyarakat yakni aturan
perundang-undangan yang dalam fiksi hukum dikatakan sebagai presumption iures
de iure (semua orang dianggap tahu hukum).

Atas dasar itulah berlakunya hukum positif di Indonesia merupakan suatu
yang dianggap uruf dalam hukum Islam, sehingga pemberlakuannya juga dianggap
dalam Islam. Lantas berbicara terkait uruf tersebut, bagaimanakah konsep dari teori

uruf ini, yang akan dijelaskan pada Bab II dari pembahasan tesis ini.

F. Metode Penelitian
Metode penelitian merupakan serangkaian tata cara dalam melakukan
sebuah penelitian. Dari hasil pemaparan yang penulis kemukakan di atas, perlu
kiranya ada metode penelitain yang dipakai untuk merumuskan dan menganalisa
persoalan tersebut, yaitu :
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, atau disebut juga dengan field
research. Penelitian demikian merupakan penelitian yang menitikberatkan
perilaku individu atau. masyarakat dalam kaitannya dengan hukum.?*
Sehingga diharapkan pengguna penelitian ini dapat memformulasikan data

yang up to date.>’

34 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, cetke-2 (Bandung: Alfabeta,
2014), him. 88.

35 Restu Kartiko Widi, 4sas Metodologi Penelitian Sebuah Pengenalan dan Penuntun
Langkah Demi Langkah Pelaksanaan Penelitian (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), him. 42.
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2. Sifat Penelitian
Penelitian ini adalah penelitian preskriptif analisis, yaitu mempelajari tujuan
hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum
dan norma-norma hukum.*® Penelitian ini menjelaskan gejala-gejala yang
ada di dalam masyarakat terkait perjanjian pinjam nama (rnominee) yang
terjadi di Denpasar Bali, kemudian peneliti menganalisisnya untuk mencari
apakah bentuk perjanjian tersebut sudah sesuai dengan prinsip-prinsip
dalam hukum perjanjian syariah atau tidak. Dengan harapan dapat
memberikan gambaran masyarakat atau suatu gejala yang kemudian
dilakukan analisis terhadap gejala tersebut.’
3. Sumber Data Penelitian
Sebagaimana telah dijabarkan di atas, bahwa penelitian ini merupakan
penelitian lapangan dengan mendeskripsikan pristiwa-pristiwa di lapangan,
kemudian dianalisis sesuai fakta yang ada. Oleh karenanya membutuhkan
data-data berupa data primer dan sekunder untuk melengkapi data penelitian
ini.
a. Data Primer yakni bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah
yang baru atau murakhir, ataupun pengertuan baru tentang fakta yang
diketahuis maupun ‘menganai’ suatu gagasan (idea).’® Sumber ini

diperoleh dari hasil wawancara terhadap masyarakat atau para pelaku

36 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 22.

37 Arif Furchan, Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan (Yogyakarta: Pustaka Pelajar,
2004), him. 447.

38 Suratman dan Philips Dillah, Metode Penelitian Hukum, hlm. 123.
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yang terkait dan telah ditentukan. Diantaranya ialah Notaris, Badan
Pertanahan Nasional, Pengacara, Masyarakat yang namanya dijadikan
nominee.

Kemudian yang menjadi sumber lain bahan hukum primer ialah
Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 5 Tahun
1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan
Pemerintah Nomor 103 Tahun 2015 tentang Pemilikan Rumah Tempat
Tinggal Atau Hunian Oleh Orang Asing Yang Berkedudukan di
Indonesia, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris,
dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Risalah beserta dokumen
resmi negara, putusan-putusan Pengadilan Negeri Denpasar dan
Pengadilan Negeri Gianyar sebagai pelengkap.

b. Data Sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang
bahan primer® yang dapat diperoleh dari buku, artikel, jurnal, hasil
penelitian, kamus hukum, data demografi yang memberikan penjelasan
tambahan atas penelitian ini.

4. Pengumpulan Data

a. Observasi adalah salah satu cara atau metode utama dalam melihat
dampak sosial. Observasi adalah melihat, mengamati dan
mendengarkan dalam rangka memahami dan mencari jawaban terhadap

gejala sosial (perilaku, kejadian-kejadian, keadaan) dalam beberapa

39 Ibid, him. 124,
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waktu tanpa mempengaruhi kejadian tersebut guna menemukan dan
menganalisa data secara obyektif.*” Observasi yang dilakukan peneliti
yakni melakukan kunjungan ke beberapa kantor notaris yang ada di
daerah Kota Denpasar guna mengamati terkait perjanjian pinjam nama
(nominee) beserta reaksi mereka terhadap pertanyaan tersebut.
Kemudian juga mendengarkan pendapat masyarakat terkait dengan
perjanjian dimaksud dan tidak lepas dari kejadian-kejadian serta
keadaan yang terjadi.

b. Wawancara merupakan proses interaksi antara pewawancara dan
informan, tujuan dari wawancara ini untuk memperoleh atau
memastikan suatu fakta. Oleh karena itu, suatu elemen yang sangat
penting di dalam interaksi adalah wawasan dan pengertian.*! Melalui
wawancara ini diharapkan dapat menguraikan situasi yang terjadi di
dalam penelitian lapangan yang diuraikan Kketika peneliti terjun
langsung ke lapangan dengan mewawancarai pihak-pihak yang terkait
seperti : Badan Pertanahan Nasional (BPN), Notaris / PPAT, Pengacara,
dan Masyarakat.

5. Pendekatan
Pendekatan yang digunakan dalam ‘penelitian ini adalah pendekatan

normatif atau doktrinal yaitu pendekatan hukum yang mempergunakan data

40 Imam Prayogo dan Tobroni, Metode Penelitian Sosial Agama (Bandung: PT. Remaja
Rosdakarya, 2001), hlm. 167.

4l Moh. Nazir, Metode Penelitian (Bogor: Ghalia Indonesia, 2005), hlm. 194.
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42 atau dengan melihat berbagai peraturan perundang-undangan

sekunder
yang digunakan sebagai dasar ketentuan untuk menganalisis terkait
perjanjian pinjam nama (nominee) yang juga digunakan untuk memberikan

penilaian terhadap perjanjian terkait sesuai dengan prinsip dalam perjanjian

syariah.

G. Sistematika Pembahasan

Pembahasan dalam penelitian ini akan menggunakan sistematika
piramida terbalik yang membahas kajian dari umum ke khusus, yang
sistematikanya akan dituangkan menjadi lima bab :

Bab Pertama, berisi pendahuluan yang terdiri dari latar belakang
masalah yang akan diteliti, rumusan masalah, tujuan penelitian, kerangka
teoritik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab ini merupakan
pintu masuk utama dari pembahasan yang ada pada bab-bab berikutnya,
yang menjelaskan dasar dan kerangka sebagai pengantar pemahaman atas
isi yang akan disajikan.

Bab Kedua, berisi landasan teori tentang tinjauan umum tentang
hukum perjanjian hukum perjanjian syariah,-hukum agraria dan uruf.
Tujuannya ialah’ guna mendeskripsikan teori-teori yang nantinya dipakai

sebagai bahan analisis atas fakta-fakta yang ada dilapangan. Teori ini

42 Ronny Hanitjo Soemitro, Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri (Jakarta: Ghalia
Indonesia, 1998), hlm. 10.
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penting untuk melihat suatu praktik yang marak terjadi di tengah
masyarakat sudah sesuai dengan sebenarnya atau tidak.

Bab Ketiga, berisi gambaran umum Kota Denpasar beserta data
kasus terjadinya perjanjian pinjam nama (nominee) yang peneliti temukan
di lapangan. Tidak lupa juga sistematika atau alur dibuatnya perjanjian
pinjam nama tersebut. Hal ini sangatlah penting sebagai bahan lapangan
yang nantinya akan dipadukan dengan teori yang ada, yang kemudian akan
dielaborasi dalam suatu analisis yang mendalam.

Bab Keempat, berisi analisis atas temuan dilapangan yang
dipadukan dengan teori yang telah disajikan, sehingga mampu menjawab
rumusan masalah yang telah ada. Yakni penyebab maraknya perjanjian
pinjam nama di Denpasar serta perspektif hukum perjanjian syariah atasnya.

Bab Kelima, berisi kesimpulan dan saran dari hasil penelitian yang

dilakukan dengan metode-metode seperti yang telah dijelaskan.
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BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Maraknya penyelundupan hukum dengan instrumen perjanjian pinjam nama
(nominee) dilatarbelakangi atau disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya
adalah adanya kebutuhan dari masyarakat yang mau namanya dipinjam atas upah
yang akan mereka dapatkan setelah nama mereka digunakan, sebab hal ini bukanlah
lagi menjadi suatu yang tidak diketahui oleh masyarakat, melainkan sudah menjadi
rahasia publik. Sehingga faktor ekonomi sangatlah berpengaruh terhadap besarnya
keinginan masyarakat untuk memberikan namanya kepada WNA untuk dijadikan

nominee terhadap suatu hak milik atas tanah.

Bentuk lainnya yakni adanya oknum notaris yang menyediakan jasa SDM
yang siap meminjamkan namanya kepada WNA yang ingin membeli serta memiliki
hak atas tanah di Denpasar. Bentuk jasa ini 1alah disiapkannya karyawan atau staff
dari oknum notaris tersebut yang nantinya mendapatkan upah sekaligus dari WNA

dan gajinya sebagai staff notaris.

Hal berikutnya yang menyebabkan praktik ini marak terjadi adalah
lemahnya dan masih timpang tindihnya sistem hukum di Indonesia, sampai saat ini
belum ada instrumen hukum yang dengan serius melakukan pencegahan atau
bahkan penindakan secara nyata atas maraknya praktik penyelundupan hukum
dengan instrumen perjanjian pinjam nama (nominee) ini. Walau UUPA mengatur

hanya WNI yang berhak terhadap hak milik atas tanah, namun bangunan sistem

139
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yang dapat mencegah dan menindak hal ini belumlah ada. Bahkan penegak hukum
seperti hakim dan penyidikpun memiliki jangkauan terbatas untuk mengakses akta-
akta autentik yang dibuat dihadapan notaris untuk melakukan penyelundupan

hukum, karena akta maupun notaris tersebut masihlah dilindungi oleh UUJN.

Bahkan BPN yang memiliki wewenang penuh atas administrasi pertanah
yang ada di Indonesia tidak bisa melakukan banyak hal. Mereka hanya bisa
melakukan penolakan pendaftaran hak atas tanah jika di sertipikat tertera nama
WNA yang menurut hemat peneliti tidak mungkin terjadi, dikarenakan yang
namanya tertera di sertipikat pastilah WNI yang memiliki hak atas tanah. Selain itu,
BPN juga melakukan pembinaan kepada notaris jika penyelundupan hukum
tersebut diketahui oleh BPN. Dari sekian permasalahan hukum yang belum
memiliki ketegasan inilah yang menyebabkan maraknya terjadi penyelundupan

hukum dengan instrumen perjanjian pinjam nama (nominee) terjadi.

Bentuk dari perjanjian pinjam nama (nominee) yang dibuat oleh notaris
dalam bentuk apapun ini jika dilihat secara aturan hukum yang berlaku, termasuk
dalam petjanjian yang batal demi hukum baik dalam hukum positif maupun hukum
Islam. Instrumen perjanjian yang dibuat oleh pihak WNI dengan WNA dalam
bentuk apapun dengan tujuan untuk memindahkan hak milik atas tanah atau
melakukan penyelundupan hukum tidaklah sesuai dengan syarat sahnya suatu
perjanjian Pasal 1320 KUH Perdata dan juga tidaklah sesuai dengan rukun dan
syarat terbentuknya akad dalam hukum perjanjian syariah, dengan pertimbangan

tujuan akad yang tidak bertentangan dengan syarak atau kausa yang halal.
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Adanya tujuan yang yang bermaksud untuk melakukan penyelundupan
hukum yang jelas dilarang oleh Pasal 9 ayat (1) dan Pasal 21 (1) UUPA. Maka hal
tersebut merupakan suatu hal yang dipandang melanggar ketentuan syarak dalam
hukum Islam. Sehingga jelas pandangan aturan hukum Islam dengan hukum positif

memiliki tujuan yang sama.

B. Saran-Saran

1. Peran pemerintah tentunya diperlukan untuk menerbitkan aturan-aturan
hukum yang lebih jelas untuk bersama-sama membasmi praktik
penyelundupan hukum yang marak terjadi di Indonesia dan khususnya
di Bali. Karena hingga saat ini belum ada aturan yang dapat menggapai
praktik ini hingga akarnya tanpa adanya pendaftaran kasus ke
pengadilan. Praktik ini tetap akan sebagai praktik yang tidak diketahui
oleh siapapun dan tidak bisa ditindak. Selain itu juga, dari adanya
praktik ini negara mengalami kerugian yang bukan main dalam ranah
pajak.

2. Sosialisasi juga menjadi suatu hal yang perlu untuk diadakan oleh
pemerintah” dalam hal penyadaran-masyarakat dan’ asing dalam hal
pertanahan dan'yang berkaitan dengannya.

3. Penegasan tehadap tupoksi Badan Pertanahan Nasional dalam hal
lembagai atau bagian mana yang bertanggung jawab atas adanya
penyelundupan hukum dan memberikan kewenangan untuk menindak

tegas dan menyita obyek penyelundupan.
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4. Dari sisi prosedur BPN juga perlu dipertegas yang meliputi tatacara
pengawasan, penertiban dan pendayagunaan tanah yang jatuh ke negara.
5. Penegasan sanksi pidana terhadap setiap elemen masyarakat yang
melakukan penyelundupan hukum hak milik atas tanah, baik itu pihak
WNI sebagai yang dipinjam namanya maupun WNA sebagai peminjam
nama. Dan bahkan juga notaris yang membantu dalam membuat akta-

kata autentik yang bertujuan untuk melakukan penyelundupan hukum.
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